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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode musyawarah mufakat sebagai
implementasi diversi dalam penyelesaian kasus anak berkonflik dengan hukum. Ar-
tikel ini berargumen bahwa metode musyawarah mufakat lebih efektif digunakan
sebagai metode diversi dalam menyelesaikan kasus anak pelaku kejahatan. Metode
musyawarah mufakat memberikan solusi yang tepat dan biaya yang ringan serta
mampu memberikan keadilan seimbang karena proses/prosedur pelaksanaannya
tidak serumit model institusional hukum formal yang ditentukan dalam peraturan
diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Model diversi yang diatur
dalam ini lebih rigid, formal dan kurang akomodatif terhadap keinginan para pihak.
Metode musyawarah mufakat lebih memberikan keadilan subtantif dibandingkan
dengan model diversi secara institusional yang cenderung memberikan keadilan for-
mal prosedural.

Abstract

This study aims to analyze the consensus method as a practical implementation in
the use of diversion in the resolution of cases of children who are dealing with the
law. This article argues that the consensus method is more effectively used as a diver-
sion method in resolving cases of crime-harassed children. The consensus agreement
method provides the right solution and low cost and is able to provide balanced
justice because the process / procedure for its implementation is not as complex as
the formal legal institutional model specified in the diversionary rules in the Juvenile
Justice System Law. The diversion model regulated in this law is more rigid, formal and
less accommodating to the wishes of the parties. In addition, the consensus method
of giving more substantive justice than the institutional diversion model which tends
to provide procedural formal justice.
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1. Pendahuluan

Salah satu sebab terjadinya kenakalan
anak adalah faktor komunikasi yang tidak
lancar maupun kurangnya kedekatan secara
kejiwaan dari pihak keluarga (Schwalbe et al.,
2012) terhadap anak, yang dapat disebabkan
karena sibuknya orang, orang tua yang jarang
di rumah, kurangnya pengawasan dan lain
sebagainya, termasuk orang tua tunggal da-
lam pengasuhan anak merupakan factor do-
minan yang ikut andil terhadap munculnya
kenakalan anak (Dashora et al., 2011).

Kondisi atau faktor-faktor yang berada
di sekitar kehidupan anak, yang mungkin ti-
dak disadari oleh orang tua maupun orang
dewasa lain, ikut berperan juga dalam mem-
bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan
anak, dan factor internal keluarga yang tidak
kondusif dan harmonis merupakan sebab
awal dari semua perilaku menyimpang/ke-
nakalan yang dilakukan oleh anak.

Simmons menyatakan bahwa” factors
that are not harmonious relationship between
parent and child have a significant effect on
the appearance of delinquency (Simmons et
al., 2018). Sikap orang tua yang selalu tidak
memperhatikan anak ataupun sikap yang
mengabaikan keberadaan anak , merupakan
faktor penting yang memiliki pengaruh besar
pada masalah penyimpangan perilaku anak
dan perilaku jahat lainnya.

Di samping itu, juga didukung oleh
faktor ikatan batin yang kuat dari anak-anak
terhadap orang tua , pihak pendidikan di
sekolah maupun penggunaan waktu luang/
senggang secara bersama-sama dengan pihak
keluarganya yang baik, akan dapat menghin-
darkan anak dari perilaku menyimpang lain-
nya.

Penempatan anak di panti asuhan atau
tempat pondok pesantren pada umumnya
membuat anak terdidik dengan perilaku
baik, karena di tempat tersebut anak men-
dapatkan Pendidikan secara lengkap, baik
Pendidikan yang berhubungan dengan ke-
mampuan intelegenitasnya, kepribadian/
karakternya maupun kultur keimanan dan
ketagwaannya serta kemampuan kemasya-
rakatan lainnya. Sedangkan penyebab
lainnya adalah masalah kesehatan mental

(Cowell et al., 2004) dan penyalahgunaan
obat (terlarang),“that children who are pro-
cessed in juvenile justice trials are dominated
by children who experience mental disorders
due to the use of illegal drugs or other addic-
tive substances”(Kretschmar et al., 2018).

Hakekat penyelesaian kasus anak se-
sungguhnya lebih diprioritaskan untuk me-
lindungi dan memperbaiki perilaku yang
menyimpang dari anak karena mereka me-
rupakan seorang individu yang masih dalam
proses menuju tingkat kematangan jiwa/
mental dan tingkat intelektualnya yang belum
mampu bertanggung jawab secara penuh se-
perti orang dewasa. Anak-anak yang telah
terjerumus dalam perilaku menyimpang bah-
kan melakukan perbuatan kejahatan, perlu
dilakukan pendekatan penyelesaian perka-
ranya dengan tanpa melalui jalur pengadilan
formal, melainkan ditempuh dengan pende-
katan penyelesaian perkara melalui jalur di
luar pengadilan.

Diversi merupakan tindakan atau per-
lakuan untuk menyelesaikan tindak kejaha-
tan anak dengan cara melalui jalur /proses
non litigasi dengan menghindarkan sejauh
mungkin peradilan formal (Wilson & Hoge,
2013). Proses diversi dilakukan untuk me-
lindungi anak dari label/cap jahat yang akan
diterima anak sebagai dampak buruk dari
proses peradilan formal.

Anak sebagai titipan/amanah Al-
loh SWT, wajib dijaga dan dilindungi demi
terwujudnya cita-cita pembangunan nasional
Indonesi. Anak juga merupakan penerus cita-
cita perjuangan yang hendak dicapai bangsa
Indonesia.Merekalah harapan untuk menja-
ga dan meneruskan keberlangsungan hidup
serta tetap beridirinya Negara tercinta ini
(Widodo, 2015).

Perhatian PBB terhadap masalah perlin-
dungan anak diwujudkan dengan menerima
Aturan Minimum Standar untuk Administrasi
Peradilan Anak pada konggres ke-VII di Milan
tahun 1985 (Rasdi, 2009). Disusul kemudian
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
menerima secara bulat Konvensi Hak Anak
(20 -11-1989) dan diratifikasi oleh Pemerin-
tah Indonesia dengan Keputusan Presiden
Nomor 36/1990 (Abdussalam, R dan Desas-
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furyanto, 2016).

Konsekuensi logis dari diratifikasinya
kesepakatan internasional mengenai hak-hak
anak tersebut, sudah barang tentu ada kewa-
jiban secara moral dan hukum bagi Pemerin-
tah Indonesia untuk mewujudkan pentingnya
perhatian, pamajuan,penghormatan serta
pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Tidak
terkecuali adalah perlunya untuk memper-
hatikan, memajukan,menghormati serta me-
lindungi hak-hak anak pelaku kejahatan .

Melihat peran yang sangat strategis
bagi anak, maka sudah menjadi kewajiban
negara dan pemerintah untuk melindungi
hak-hak khusus anak,baik yang menyangkut
pemberian sarana prasarana, peluang dan
wadah agar anak-anak dapat mengembang-
kan bakat dan minatnya untuk tumbuh dan
berkembang secara baik sehingga mencapai
prestasi secara optimal (Sutedjo, 2017).

Negara atau pemerintah berkewajiban
untuk menjaga dan melindungi anak-anak
agar terhindar dari perilaku menyimpang
yang dapat menjerumuskan mereka pada
perbuatan-perbuatan pidana atau pelangga-
ran lainnya. Selain itu juga, harus dilakukan
bentuk-bentuk perlindungan sedini mungkin
agar mereka (anak-anak) terhindar dari per-
buatan kekerasan oleh orang-orang di seki-
tarnya.

Salah satu bentuk tanggung jawab ne-
gara atau pemerintah dalam melindungi dan
menjamin hak-hak anak tersebut, dilakukan
dengan membuat kebijakan peraturan hu-
kum mengenai anak dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
mengenai Perlindungan Anak (UUPA) dan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU
SPPA).

Berdasarkan penjelsan tersebut di atas,
tulisan ini hendak menjawab pertanyaan
:"Bagaimanakah efektifitas metode musyawa-
rah mufakat diversi terhadap penyelesaian
kasus kejahatan anak?”. Tulisan ini memper-
lihatkan bahwa metode musyawarah mufakat
diversi untuk menyelesaikan kasus anak me-
nunjukkan lebih efektif dibandingkan den-
gan ketentuan diversi secara formal/rigid me-
nurut ketentuan UU SPPA. Tulisan ini diawali

dengan menguraikan pengertian, tujuan dan
manfaat diversi. Selanjutnya akan diuraikan
tentang metode diversi untuk menyelesaikan
kasus anak dan hambatan-hambatannya, dan
diakhiri dengan simpulan.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Diversi

Berdasarkan ketentuan UU SPPA,anak
merupakan seseorang pada saat melakukan
kejahatan/pelanggaran pidana berumur 12
(dua belas ) tahun, akan tetapi kurang dari
18 (delapan belas ) tahun (Pasal 1 Angka 3
UU Nomor 11 Tahun 2012). Anak yang me-
lakukan perbuatan kejahatan, mewajibkan
negara atau pemerintah untuk memberikan
perlindungan khusus, yang antara lain dapat
dilakukan penyelesaian perkaranya melalui
metode diversi.

Istilah “diversi” sebenarnya telah lama
dipergunakan dalam terminology peradilan
pidana anak (Patrick et al., 2004). Meski-
pun istilah diversi belum mengemuka dalam
praktek sidang anak,namun praktek imple-
mentasinya dalam penyelesaian kasus anak
yang mirip dengan metode diversi sudah ber-
langsung jauh sebelumnya, yang dibuktikan
dengan terbentuknya pengadilan anak dan
kewenangan polisi untuk memberikan tin-
dakan peringatan pada pelaku anak. Hal ini
dapat dilihat pada tahun 1970an di Amerika
Serikat diperkenalkan istilah peradilan anak,
sebagaimana dinyatakan oleh Denise M. Wil-
son “juvenile justice is a way to divert child
trial events by involving other child offenders
to decide cases of children who committed
kajahatan / violations”(Wilson & Hoge, 2013).

Peradilan anak di Amerika Serikat ini
dalam pelaksaannya hampir mirip dengan
model diversi dalam peradilan anak di Indo-
nesia dan bahkan lebih kreatif karena justru
dalam proses diversi tersebut dilakukan den-
gan melibatkan anak/remaja lain dalam prak-
tek peradilannya.

Pada berbagai iven/kesempatan, para
pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
"Anak-anak dan Remaja dalam Penahanan
standar Hak Asasi Manusia” di Viena Austria
juga membahas mengenai anak. Pertemuan
ini dilaksanakan mulai 30 -10-1994 hingga

46

o3



Rasdi & Saru Arifin, Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Kasus kejahatan Anak

tanggal 4 -11- 1994, dengan mencanangkan
ide diversi pada Aturan Minimum Standar
Untuk Administrasi Peradilan Remaja/Anak,
sebagai pedoman untuk menyelenggarakan
sidang acara anak dan merekomendasikan
pada negara -negara peserta untuk menerap-
kan “Peraturan Beijing, Riyadh Guidenlines,
dan Peraturan-peraturan PBB mengenai pen-
tingnya Melindungi Anak-anak Tidak Menda-
patkan Kebebasan”(Wahyudi, 2014).

Dalam praktek kehidupan masyarakat
di daerah-daerah, kebiasaan penyelesaian
sengketa di antara mereka sudah lazim dila-
kukan dalam bentuk musyawarah untuk mu-
fakat secara bersama-sama dan saling menja-
ga kehormatan dan martabat masing-masing
pihak tanpa adu argumentasi dan mencari
menang sendiri.Bentuk kegiatan penyele-
saian sengketa dilakukan dalam menangani
berbagai permasalahan yang mereka hadapi,
termasuk apabila ada perkara sengketa yang
melibatkan di antara anak-anak mereka.

Ide/ ketentuan pengalihan penyelesai-
an kasus anak melalui jalur non litigasi ter-
sebut (Hambali, 2019), kemudian diadopsi
oleh pemerintah dengan melakukan berba-
gai perbaikan ( untuk disesuaikan dengan
nilai-nilai moral dan kultur bangsa Indonesia)
dan dimasukan dalam ketentuan UU SPPA.

Dalam ketentuan UU SPPA dijelaskan
bahwa diversi merupakan “proses menyeles-
aikan kasus anak dengan cara mengalihkan
dari jalur formal/litigasi ke proses/jalur non
formal/non litigasi” (Pasal 1 Angka 7 UU No-
mor 11 Tahun 2012). Sedangkan menurut
Aturan Minimum Standar PBB untuk Admi-
nistrasi Keadilan Anak/Remaja (Peraturan
Beijing), menjelaskan bahwa diversi meru-
pakan cara untuk menyelesaikan kasus anak
dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya
pada petugas hukum untuk menempuh jalur
secara informal, misalnya : dapat dilakukan
dengan membebaskan anak dari proses pe-
meriksaan acara peradilan anak secara formal
atau dapat mengambil jalan/cara lain dengan
proses pengembalian atau penyerahan anak
untuk melakukan layanan kemasyarakatan
(Hambali, 2019). Dalam implementasinya,
diversi wajib dilaksanakan pada semua ta-
hapan peradilan (proses di lembaga kepolisi-

an, lembaga kejaksaan , lembaga pengadilan
maupun di lembaga pelaksana keputusan
pemidanaan) dengan tujuan untuk menghin-
darkan anak dari dampak buruk / negative
dari sistem peradilan formal (Rahayu, 2015).

Tujuan dan Manfaat Diversi

Diversi dimaksudkan untuk mencegah
anak-anak terhadap akibat buruk proses liti-
gasi yang akan membawa masa depan anak
tidak mebahagiakan, sebagaimana dinyata-
kan Rasdi “Diversion in juvenile justice is
done to prevent children from the formal cri-
minal justice system which have negative im-
pacts to children”(Rasdi and Arifin, 2016). Di
samping itu juga memiliki segi positif /keman-
faatan bagi masa depan anak, “this diversion
process will have a positive impact, because
not all actions (criminal offenses) should be
resolved through court proceedings that led
to the punishment, especially for children
who still have their future goals and the future
is high (Rasdi and Arifin, 2016). Lebih jauh
tujuan dan manfaat diversi dapat menghin-
darkan stigma jahat yang dapat berdampak
buruk terhadap perkembangan jiwa dan ke-
pribadian anak (Patrick & Marsh, 2005).

Dikatakan bahwa “The basic reason
that the court will give the stigmatization of
children for their actions as the child is consi-
dered evil, so it is better to avoid it outside the
criminal justice system”(Rasdi, 2016).

Peran pengadilan dalam menangani
masalah anak (Freiburger & Burke, 2011), se-
nantiasa ditujukan pada upaya yang terbaik
bagi kesejahteraan dan untuk masa depan
anak.Bagaimanapun anak yang dianggap ja-
hat sebenarnya hanyalah melakukan perbua-
tan kenakalan yang menyimpang dari adat/
kebiasaan, tata kesopanan, kesusilaan atau-
pun tuntunan moral yang berlaku di dalam
masyarakat (Sambas, 2010). Oleh karena
itu, masyarakat seharusnya tidak boleh ser-
ta merta memberikan tanggung jawab secara
mutlak pada anak.

Ketegangan hubungan antara sesama
anak/remaja bisa mengakibatkan berbagai
bentuk kenakalan dalam wujudnya seperti:
perkelahian antar pelajar, antar kelompok/
gang motor, antar pendukung klub sepak
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bola hingga perilaku kejahatan lainnya. Ti-
dak sedikit contoh kasus terjadi, hanya ka-
rena hal-hal yang sepele, misalnya karena
perasaan tersinggung sedikit, dapat menajdi
pemicu terjadinya perkelahian antar kelom-
pok yang berakibat sangat fatal, sehingga
menimbulkan perbuatan penganiayaan yang
mengakibatkan kematian.

Dalam UU SPPA, perubahan paradig-
ma terpenting sebagai pembawa angin sejuk
terhadap kemajuan dan kemauan kuat yang
menggambarkan keberpihakannya terhadap
usaha melindungi anak adalah diusungnya
metode baru dalam menyelesaikan kasus-
kasus anak. Pendekatan/paradigma baru
tersebut terbukti dirumuskannya ketentuan
mengenai keadilan restorative dan masalah
diversi bagi penyelesaian kasus hukum anak.
Ketentuan ini dimasudkan agar anak dapat
dijauhkan dan dihindarkan terhadap dampak
buruk proses peradilan formal yang memba-
wa efek negative atau stigmatisasi terhadap
pelanggar anak.

Implementasi diversi sebagai pende-
katan baru yang diusung oleh UU SPPA se-
sungguhnya bertujuan dan bermanfaat san-
gat mulia, baik terhadap pelaku anak, korban
maupun masyarakat, yaitu :

1. Mewujudkan keadaan sejuk/kondusif
pada pihak tersangka dan pihak
yang dirugikan akibat perbuatan
pelanggaran anak;

2. Mewujudkan penyelesaian sengketa
anak melalui jalan damai /informal
dengan tetap menghindari keretakan
hubungan antara pihak-pihak ;

3. Menjauhkan anak terhadap
pemidanaan yang bersifat kepenjaraan;

4. Menumbuhkan peran serta masyarakat
dalam penyelesaian perkara;

5. Menumbuhkan sikap anak untuk
melakukan tanggung jawabnya atas
perbuatan yang telah dilakukan (Pasal
6 UU Nomor 11 tahun 2012).

Mencermati tujuan dan manfaat diversi
tersebut, maka aparat penyidik, jaksa penun-
tut maupun hakim (Rodliyah, Jumadi, 2013)
dalam mengemban tanggung jawabnya men-
jalankan pemeriksaan kasus anak melalui
metode diversi, selalu dilandasi oleh visi dan

misi yang mulia untuk mewujudkan tercapai-
nya keadilan yang berpihak pada kesejahte-
raan dan dapat menjamin masa depan anak
yang penuh kebahagiaan.

Perbuatan-perbuatan pelanggaran/ ke-
jahatan anak harus diusahakan dengan pro-
ses penyelesaian secara sungguh-sungguh
dengan menggunakan pendekatan diversi
sesuai ketentuan UU SPPA yaitu terhadap
kasus-kasus yang memenubhi syarat syarat se-
bagai berikut :

1. Perbuatan pidana anak dengan
ancaman pidana perampasan
kemerdekaan sekurang-kurangnya 7
(tujuh) tahun;

2. Perbuatan pidana tersebut tidak
termasuk pengulangan tindak pidana
(recidive) (Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor
11 tahun 2012).

3. Metode Musyawarah Mufakat dalam
Pelaksanaan Diversi dan hambatan-
hambatannya

Musyawarah sebagai cara sederha-
na dalam penyelesaian suatu permasalahan
yang menyangkut kepentingan beberapa pi-
hak dilakukan melalui proses duduk bersa-
ma secara damai diantara pihak-pihak,untuk
mencapai kata sepakat dengan tidak saling
merugikan (Rodriguez, 2007) dan untuk
menghidarkan perpecahan di antara mere-
ka (Wiyono, 2016). Metode musyawarah ini
sudah menjadi adat/kebiasaan di masyarakat
yang biasa dilakukan pada setiap moment,
setiap menghadapi permasalahan-perma-
salahan menyangkut kepentingan bersama
tanpa melalui prosedur atau tata cara formal.
Mereka mempercayakan pada salah satu pe-
mimpin (informal) di antara mereka sendiri
yang dianggap mampu untuk mengambil
keputusan dan memberikan keadilan bagi
orang-orang atau pihak-pihak yang berperka-
ra, tidak bersifat memihak salah satu kelom-
pok atau orang-orang tertentu.

Hasil keputusan dari proses musyawa-
rah mufakat ini akan ditaati oleh semua pihak
dan mampu menampung kepentingan semua
pihak serta mampu memberikan rasa keadi-
lan secara seimbang,dapat dirasakan secara
bersama-sama suasana penuh kesejukan dan
kedamaian di antara mereka.Keadilan (sub-
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stantif) yang seperti inilah menjadi harapan
semua orang untuk menjamin terwujudnya
masyarakat yang hidup tenteram damai dan
jauh dari rasa permusuhan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapan-
gan, di lokasi Jawa Tengah menunjukkan
bahwa penyelesaian perkara anak melalui
metode diversi dengan musyawarah mu-
fakat, dapat dilakuakn lebih cepat dan bia-
yanya juga ringan mengingat masing-masing
pihak ,baik dari pihak korban maupun pihak
pelaku serta dari masyarakat bisa duduk se-
cara bersama-sama dalam suatu waktu, fo-
rum dan tempat yang sama untuk mencari
jalan penyelesaian dengan baik dan adil.

Aparat kepolisian dalam hal ini, berpe-
ran sebagai fasilitator belaka dan tidak bersi-
fat menentukan dalam mengambil keputusan
apapun, musyawarah mufakat dilakukan dan
diputuskan oleh para pihak yang berperkara.
Hasil keputusan diserahkan sepenuhnya ke-
pada mereka yang berperkara untuk mancari
jalan penyelesaian secara damai dan men-
guntungkan bagi semua pihak, tidak ada se-
dikit kepentingan apapun yang menjadikan
hasil keputusan tersebut tidak bisa diterima
salah satu pihak atau merugikan pihak lain.

Pendekatan penyelesaian perkara yang
menyangkut anak bermasalah dengan hu-
kum dalam prakteknya di masyarakat lebih
diutamakan dengan cara mediasi diantara
pihak-pihak berperkara. Mediasi yang lebih
mirip dengan metode diversi berdasarkan
ketentuan UU SPPA, dilakukan secara musy-
awarah mufakat di antara mereka yang ber-
perkara sebagai jalan terbaik, tanpa prosedur
yang kaku/formal, secara sederhana dan ti-
dak memakan waktu berlarut-larut seperti
jika dilakukan dengan prosedur secara liti-
gasi, yang cenderung sangat formalistic,kaku
dan bertele-tele, biaya tinggi serta memakan
waktu yang cukup lama. Metode diversi den-
gan musyawarah mufakat hasilnya dapat me-
muaskan bagi semua pihak, tidak menimbul-
kan ketegangan dan dapat dilakukan dalam
waktu yang tidak terlalu lama, cukup waktu
paling lama 1 (satu) bulan hingga 2 (dua) bu-
lan sudah selesai dan masing-masing pihak
merasa puas atas hasil yang dicapai/disepa-
kati serta lebih bersifat adil bagi semua pihak.

Dikatakan adil karena masing-masing
pihak dapat secara terbuka menyampaikan
usulan/ kepentingan serta keputusan diambil
secara bersama-sama dengan mengedepan-
kan berbagai masukan dari semua pihak (Se-
tyaningrum, Anita Indah, Ma’ruf, 2017). Jika
dari masing-masing pihak telah menyampai-
kan keinginannya dan telah mencapai kata
sepakat melalui musyawarah mufakat maka
perkara anak tersebut telah dianggap selesai
dan tidak diproses ke pengadilan. Hal demi-
kian sesuai pengaturan yang terdapat dalam
UU SPPA, bahwa terhadap kasus-kasus keja-
hatan yang melibatkan tersangka anak den-
gan ancaman pidana perampasan kemerde-
kaan tidak mencapai 7 (tujuh) tahun, polisi
wajib menyelesaikannya melalui metode di-
versi, sehingga secara regulasi produk hukum
sebagai pedoman penyelesaian perkara anak
di Kepolisian Republik Indonesia tidak ber-
tentangan dan bahkan sejalan dengan regu-
lasi tersebut. Selain itu, diversi sebagaimana
yang diatur dalam UU SPPA, pelaksanaannya
harus melalui prosedur yang sangat rigit dan
kaku/baku. Misalnya diversi harus dilakukan
secara bertahap pada semua tingkat peme-
riksaan dan masing-masing tingkatan tersebut
juga diatur secara rigit dan sangat formal me-
lalui kesepakatan dengan mendapatkan per-
sejuan korban,sehingga proses untuk menca-
pai keadilan sesungguhnya (substantif ) akan
sangat sulit dicapai.

Diversi pada tingkat kepolisian, dilaku-
kan terhadap kasus-kasus yang melibatkan
pelaku anak, pelaksanaannya secara efektif
ditangani petugas khusus dari bagian yang
bertugas melindungi wanita ataupun Anak
(UPPA). Pelaksanaan diversi dilakukan ter-
batas terhadap kasus-kasus kejahatan anak
yang diancam pidana perampasan kemer-
dekaan tidak mencapai 7 (tujuh) tahun serta
tidak termasuk pengulangan tidak pidana.
Diversi dilakukan dengan melibatkan berba-
gai pihak, antara lain: tokoh formal kepala
desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ke-
luarga kedua belah pihak. Mereka bersama-
sama mencari jalan keluar pemecahan kasus
anak secara musyawarah mufakat, secara
damai dan adanya sikap saling menghormati
dan menjaga sikap toleransi agar tidak terjadi
retaknya sikap guyub rukun di antara pihak
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korban dan pihak pelaku anak.

Pada akhir setelah acara musyawarah
mufakat dilaksanakan dan mencapai hasil
yang menggembirakan untuk semua pihak,
selanjutnya pihak anak pelaku dan keluarga-
nya dan anak yang menjadi korban dan pi-
hak keluarganya saling berjabat tangan dan
saling memaafkan dengan rasa haru, penuh
keikhlasan dan damai, kemudian disusul
para pendamping/pihak lain (tokoh masya-
rakat, tokoh agama dan guru) yang ikut pro-
ses tersebut untuk saling berjabat tangan dan
merasa lega atas hasil yang telah dicapai. Jika
dicermati secara seksama ada beberapa ben-
tuk/model program diversi (Sirotich, 2009)
yang dipraktekkan di beberapan negara lain,
maka bentuk diversi yang dipraktekkan di
masyarakat Indonesia lebih mencocoki den-
gan bentuk mediasi (diversi) model family
group conferencing yang dipraktekan di New
Zealand.

Selain itu, usaha untuk mencari solusi
dalam mengatasi dan menanggulangi perila-
ku kenakalan anak dapat dilakukan dengan
cara memulihkan kondisi psikis anak, baik
melalui terapi psikiatri maupun bimbingan
konseling pada psikolog. Penyediaan sarana
dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan fisik, seperti berolah raga dalam
bentuk olah raga permainan menjadi waha-
na yang menyenangkan bagi anak-anak juga
perlu dilakukan. Olah raga dalam bentuk
permainan, selain dapat memberikan kesem-
patan meningkatkan dan menyalurkan bakat
mereka, juga dapat menjadi ajang untuk me-
lepaskan ketegangan atau kejenuhan secara
psikis anak, sehingga dengan melakukan olah
raga permainan, misalnya permainan bola
volley, sepak bola atau bentuk permainan
olah raga lainnya dapat menjadikan kondisi
psikis mereka menajdi lebih segar dan se-
mangat.

Dalam hal ini dapat pula dilakukan
dengan menyelidiki dan menangani masalah
kesenjangan kesehatan mental di antara re-
maja/anak "investigation and narrowing the
distance of mental health between children
dealing with justice” (Loyd et al., 2019). Anak-
anak yang terbebani secara psikis akibat dari
kondisi-kondisi dalam keluarga yang kurang

harmonis, hubungan diantara teman-teman
sebaya di sekolah atau di lingkungan tempat
tinggalnya yang tidak sehat dapat mengaki-
batkan tekanan secara mental bagi anak. Hal
ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
yang bersifat out bond/keluar untuk menik-
mati suasana luar yang bebas dan menye-
nangkan dapat mempengaruhi atau menga-
lihkan perhatian anak dari hal-hal buruk yang
membebani perasaan dan pikiran mereka.

Kondisi mental anak yang selalu men-
galami tekanan mental/psikis juga dapat ber-
dampak pada penyebab terjadinya perilaku-
perilaku menyimpang/kenakalan anak. Oleh
karena perlu dilakukan penanganan segera
dan tepat agar tidak menjadi penghambat
bagi pertumbuhan mental dan kehidupan
kemasyarakatan anak. Sedangkan hambatan-
hambatan dalam penerapan model diversi
berdasarkan UU Nomor11 tahun 2012 an-
tara lain:

1. Belum tersedianya ruangan yang layak
untuk melayani anak secara terpisah .

2. Belum tercukupinya penyidik anak
dengan penguasaan keterampilan
teknis peradilan anak;

3. Masih tingginya
masyarakat,terutama  pihak korban
untuk memproses secara pidana
terhadap kasus-kasus anak.

4. Rentannya tindakan penyelewengan
dari pihak korban untuk memeras
pelaku anak pada setiap proses diversi

5. Adanya kecenderungan bagi tersangka
anak untuk disembunyikan pihak
keluarganya ;

6. Tidak adanya prosedur diterbitkannya
SP3 hasil kesepakatan Diversi dalam
UU SPPA ataupun dalam hukum
pidana formil/hukum prosedur lainnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala/
hambatan-hambatan tersebut aparat kepoli-
sian di tingkat penyidikan wajib melakukan
pembenahan-pembenahan sarana prasarana
pendukung dan peningkatan Sumber Daya
Manusia, baik pengetahuan teoritik (ilmu hu-
kum, psikologi kontemporer dan sebagainya)
maupun pengetahuan praktis yang diperoleh
melalui pelatihan-pelatihan teknis sehingga
mampu untuk melaksanakan ketentuan UU

tuntutan
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SPPA secara profesional agar dapat mewu-
judkan keadilan yang benar-benar dirasakan
oleh anak maupun pihak keluarganya.

Sedangkan hambatan-hambatan
yang berasal dari kebijakan peraturan
hukum,aparat kepolisian dapat menempuh
kebijakan melalui diskresi sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum
dan melukai rasa keadilan masyarakat se-
bagaimana menurut ketentuan Undang-Un-
dang mengenai Kepolisisan Republik Indone-
sia, yaitu UU Nomor 2 tahun 2002. Kebijakan
diskresi dilaksanakan oleh pihak kepolisian,
disamping tidak menyimpang dari ketentu-
an hukum yang berlaku juga untuk menjaga
agar kekakuan/sifat formalitas aturan hukum
dapat disesuaikan dengan kondisi khusus/
keadaan tertentu yang mendesak,dengan
syarat tidak untuk kepentingan/keuntungan
pribadi dan lebih bersifat menjaga ketertiban
umum atau kepentingan masyarakat luas.

3. Simpulan

Metode diversi dengan musyawarah
mufakat sangat efektif untuk diterapkan seba-
gai sarana dalam menyelesaikan kasus-kasus
kejahatan yang dilakukan anak guna menca-
pai keadilan yang substantif. Adapun ham-
batan-hambatan dan solusinya dalam pene-
rapan model diversi, terutama yang ada di
kepolisian seperti tidak tersedianya ruangan
secara khusus untuk melayani anak (RPK),
Penyidik dari UPPA yang belum mendapat
pelatihan khusus, tidak ada ketentuan/pen-
gaturan mengenai prosedur/tata cara untuk
menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghen-
tian Penyidikan sebagai tindak lanjut kesepa-
katan bersama antara pihak-pihak yang ter-
libat penyelesaian kasus anak, baik dalm UU
SPPA ataupun menurut hukum pidana formil
lainnya.Untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut Kepolisian di tingkat penyidikan me-
lakukan pembenahan sarana-prasarana dan
peningkatan Sumber Daya Manusinya,baik
menyangkut pengetahuan teoritik maupun
pengetahuan praktis menyangkut peradilan
anak.
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